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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan pion penggerak untuk memajukan bangsa. 

Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara 

yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik 

bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.Untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas berguna bagi 

bangsa dan negara seseorang untuk menjadi ASN akan melalui tahap-tahapan sebagaimana 

yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni mengikuti serangkaian tes 

dan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).  Latsar CPNS merupakan pintu gerbang 

yang harus dilewati oleh para CPNS sebelum menjadi PNS atau ASN. Latsar CPNS 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, 

kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya 

mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. 

Salah satu profesi ASN adalah dosen pada Universitas Negeri. Profesi dosen 

merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai 

berikut: 

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia; 

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas; 

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.  

 

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan 

tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Saat ini peserta merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai 

dosen di prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Maritim Raja 

Ali Haji Kota Tanjungpinang. 

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji berdiri bersamaan 

dengan 8 program studi baru di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Proses 

pendirian Program Studi Ilmu Hukum dimulai sejak tahun 2009 dan baru ditahun 2013 

mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

menjalakan proses belajar mengajar. 

Saat ini Program Studi Ilmu Hukum masih berada dibawah naungan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Program Studi 

keempat setelah Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara dan Sosiologi. Ke 

depan seluruh civitas akademika akan berupaya untuk menjadikan Program Studi Ilmu 

Hukum menjadi Fakultas  Hukum di lingkungan Universitas  Maritim Raja Ali Haji. 

Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu Program Studi yang dinanti 

kehadirannya di Universitas Maritim Raja Ali Haji mengingat jenjang Strata Satu 

Ilmu Hukum belum ada di Ibu kota Provinsi  Kepulauan Riau ini. 

Peluang karir untuk sarjana hukum cukup luas karena dibutuhkan di setiap 

bidang yang berhadapan dengan peraturan-peraturan hukum. Untuk kamu yang 

ingin memilih jurusan ilmu hukum kamu dapat mengembangkan karir menjadi 

advokat, notaris, jaksa, hakim, dan konsultan hukum. 

Sebagai program studi yang terus mengalami perkembangan di bawah 

naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih sangat banyak isu yang 

harus diperbaiki di program studi ini. Salah satu isu yang sangat penting adalah 

belum optimalnya pengajaran dosen program studi ilmu hukum. Padahal mutu 

pendidikan sangat bergantung kepada kualitas pengajaran. Oleh sebab itu, perlu 

adanya evaluasi secara berkala untuk mengontrol proses belajar mengajar. Dengan 

isu tersebut diatas, penulis mengangkat isu “Belum Optimalnya penyusunan modul 
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praktek perancangan kontrak pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim 

Raja Ali Haji”. 

 

B. ANALISIS ISU 

Isu merupakan suatu hal yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar 

organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negative 

terhadap organisasi. Berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini, sumber isu yang 

diangkat berasal dari observasi dan pengalaman peserta selama masa percobaan 

(CPNS), tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peserta sebagai dosen, Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), kegiatan yang diinisiatif oleh peserta melalui persetujuan coach 

dan mentor, serta penugasan dari atasan. 

Peserta merupakan seorang dosen yang mengajar S2 yang telah 

melaksanakan observasi di kampus khususnya FISIP UMRAH pada prodi Ilmu 

Hukum selama 1 (satu) tahun. Selama peserta melakukan observasi, peserta melihat 

beberapa isu yang terjadi di lingkungan kampus. Beberapa isu tersebut akan peserta 

jelaskan dibawah ini: 

1.  Environmental Scanning 

Environmental Scanning adalah sikap peduli terhadap isu atau 

masalah dalam organisasi dan sekaligus bentuk kemampuan memetakan 

hubungan kausalitas yang terjadi. Isu adalah sebuah masalah yang belum 

terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu 

kesenjangan antara praktik organisasi dengan harapan-harapan para 

stakeholder. Berdasarkan defenisi tersebut, isu merupakan suatu hal yang 

terjadi baik didalam maupun diluar organisasi yang apabila tidak ditangani 

secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi bahkan dapat 

berlanjut pada tahap krisis. Berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini, 

sumber isu yang diangkat berasal dari hasil observasi dan pengalaman 

penulis selama masa percobaan (CPNS), tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 

penulis sebagai dosen, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kegiatan yang 

diinisiatif oleh peserta melalui persetujuan coach dan mentor, serta 

penugasan dari atasan. 
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Beberapa isu yang ada, akan dijelaskan serta akan dikaitkan dengan 

agenda 3 (tiga) yaitu mengenai Manajemen ASN, Pelayanan Publik, Whole 

of Government, isu tersebut yaitu:  

a. Belum optimalnya penggunaan aplikasi syarah dalam proses belajar-

mengajar Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) Tanjungpinang.. 

Menjawab tantangan zaman di era 4.0 Universitas Maritim Raja 

Ali Haji mengembangkan aplikasi syarah yang merupakan aplikasi 

yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji 

untuk memudahkan proses belajar mengajar  dosen dan mahasiswa 

dalam hal penginputan bahan ajar yang bisa diakses dosen dan 

mahasiswa pengampu mata kuliah, proses tatap muka pertemuan 

dengan metode daring dan evaluasi perkuliahan online. Namun 

penggunaan aplikasi ini belum secara optimal diterapkan atau 

digunakan baik bagi dosen maupun mahasiswa di lingkungan 

Universitas Maritim Raja Ali haji. Hal ini terkait dengan pembelajaran 

agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen 

ASN.  

b. Belum adanya modul perkuliahan praktek peradilan perdata Prodi Ilmu 

Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

Tanjungpinang.. 

Mata kuliah praktek peradilan perdata merupakan salah satu 

mata kuliah wajib bagi mahasiswa, mata kuliah praktek peradilan 

perdata ini memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk bisa 

berpraktek sebagai praktisi dalam peradilan perdata, mulai dari 

prosedur pengajuan gugatan hingga pada putusan hakim, namun di 

prodi Ilmu hukum saat ini belum ada Rancangan Pembelajaran 

Semester (RPS) maupun modul praktek peradilan perdata sehingga 

menyulitkan  dosen yang merupakan tim teaching pengampu 

perkuliahan prakterk peradilan untuk menselarakan program 

pembelajaran dalam satu semester sehingga memberikan keseragaman 

ilmu dalam mata kuliah praktek peradilan perdata bagi mahasiswa. Hal 
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ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS 

dalam NKRI yakni Manajemen ASN. 

c. Belum adanya modul mata kuliah hukum waris Prodi Ilmu Hukum di 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.. 

Merupakan mata kuliah wajib di prodi Ilmu hukum agar 

mahasiswa memahami pengertian dan bisa membandingkan hukum 

waris baik dari hukum waris perdata barat, maupun waris menurut 

hukum Islam, namun di prodi Ilmu hukum belum ada modul hukum 

waris sehingga menyulitkan bagi dosen untuk pengampu mata kuliah 

yang sama untuk menyamakan bahan ajar dan mahasiswa pun sulit 

untuk mencari bahan terkait hukum waris agar bisa mempelajari materi 

yang disampaikan oleh dosen. Hal ini terkait dengan pembelajaran 

agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen 

ASN. 

d. Belum optimalnya modul praktek perancangan kontrak Prodi Ilmu 

Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

Tanjungpinang.. 

Dengan mempelajari hukum perancangan kontrak mahasiswa 

mampu untuk menganalisa dan membuat berbagai kontrak hukum. 

Sejalan dengan visi misi prodi ilmu hukum yang ingin menyiapkan 

mahasiswa tamatan prodi ilmu hukum yang siap untuk bekerja, 

perancangan kontrak sangat diperlukan karena dapat mengasah skill 

dan pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dalam menganalisis kontrak. 

Di bidang perancangan kontrak dan perkembangan hukum kontrak 

terus mengalami kemajuan dari masa ke masa sehingga diperlukan 

modul praktek perancangan kontrak sehingga tidak hanya teori hukum 

kontrak melainkan juga praktek perancangan kontrak harus dikuasai 

oleh mahasiswa ilmu hukum untuk di terapkan langsung. Di prodi ilmu 

hukum belum ada modul praktek perancangan kontrak yang 

mengarahkan pembelajaran pada praktek langsung pembuatan kontrak 

sehingga mahasiswa banyak yang hanya menguasai teori. Hal ini terkait 
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dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI 

yakni Manajemen ASN. 

e. Belum adanya modul mata kuliah hukum perdata Prodi Ilmu Hukum di 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.. 

Mata kuliah hukum perdata wajib diambil oleh mahasiswa 

semester II, mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

sebelum dapat mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Agar 

mahasiswa memahami konsep dasar hukum perdata yang merupakan 

ranah hukum privat. Namun di prodi ilmu hukum belum ada modul 

hukum perdata sehingga masing-masing dosen tidak seragam dalam 

penyampaian materi hukum perdata. Hal ini terkait dengan 

pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni 

Manajemen ASN. 

 

2. Alat Bantu Analisis 

Penilaian isu untuk menentukan isu mana yang menjadi prioritas untuk 

dicarikan solusinya berdasarkan identifikasi isu sebelumnya. Proses penilaian 

isu menggunakan alat bantu yaitu berdasarkan APKL (Aktual, Problematik, 

Kekhalayakan, dan Layak) dan USG(Urgency, Seriousness, Growth) secara 

bertahap. Tahap pertama penilaian isu dengan menggunakan APKL, 

selanjutnya 3 isu terpilih di lakukan penilaian lagi dengan menggunakan USG. 

1. APKL (Aktual, Problematik , Kekhalayakan, dan Layak) Kriteria pertama 

APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) Aktual artinya benar-

benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik 

artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang komples, sehingga perlu 

dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup 

orang banyak. Sedangkan Layak artinya isu yang masuk akal dan realistis serta 

relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Rentang penilaian 

yang digunakan pada APKL adalah dengan memberikan skor 1-5, semakin 

tinggi skor menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius 

untuk segera ditangani. 
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Table 1.1 Bobot Penilaian APKL 

  

BOBOT KETERANGAN 

1 Sangat kurang pengaruhnya 

2 Kurang pengaruhnya 

3 Sedang pengaruhnya 

4 Kuat pengaruhnya 

5 Sangat kuat pengaruhnya 

 

Dari kriteria APKL berdasarkan isu, maka dilakukan penilaian yang 

diangkat menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Adapun hasil penilaian terlihat 

dalam tabel berikut: 

 

Table 1.2 Analisis Penilaian Isu dengan APKL 

 

No Isu 
Kriteria Total 

Skor 
Prioritas 

A P K L 

1 Belum optimalnya penggunaan aplikasi 

syarah dalam proses belajar-mengajar Prodi 

Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja 

Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. 

3 3 3 3 12 I 

2 Belum adanya modul perkuliahan praktek 

peradilan perdata Prodi Ilmu Hukum di 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) Tanjungpinang. 

3 5 5 5 18 II 

3 Belum adanya modul mata kuliah hukum 

waris Prodi Ilmu Hukum di Universitas 

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

Tanjungpinang. 

3 3 3 4 13 V 

4 Belum optimalnya modul praktek 

perancangan kontrak Prodi Ilmu Hukum di 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) Tanjungpinang. 

5 5 5 5 20 V 
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5 Belum adanya modul mata kuliah hukum 

perdata Prodi Ilmu Hukum di Universitas 

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

Tanjungpinang. 

3 3 4 4 14 III 

 

 

Kriteria kedua adalah USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Urgency 

artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan 

ditindaklanjuti. Seriousness merujuk pada seberapa serius suatu isu harus 

dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth menekankan pada 

seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani 

segera. Rentang penilaian yang digunakan pada matriks USG adalah dengan 

memberikan skor 1-5, sama halnya dengan APKL, semakin tinggi skor 

menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk segera 

ditangani.    

                  

Table 1.3 Analisis Isu Menggunakan Kriteria USG 

 

No Isu 
Kriteria Total 

Skor 
Prioritas 

U S G 

1 Belum optimalnya penyusunan modul mata 

kuliah praktek perancangan kontrak Prodi 

Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja 

Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. 

5 5 5 15 I 

2 Belum adanya modul perkuliahan praktek 

peradilan perdata Prodi Ilmu Hukum di 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) Tanjungpinang. 

3 5 5 13 II 

3 Belum adanya modul mata kuliah hukum 

perdata Prodi Ilmu Hukum di Universitas 

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

Tanjungpinang. 

4 4 4 12 V 
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Setalah dilakukan analisis menggunakan APKL dan USG, maka 

didapatkan core isu dengan melihat rangking yang paling tinggi, yaitu isu nomor 

satu. 

 

 

C. RUMUSAN ISU 

Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan kriteria APKL dan USG, isu 

yang paling tepat diangkat sebagai rancangan aktualisasi yaitu tentang “Belum 

Optimalnya Upaya Penyusunan Modul Praktek Perancangan Kontrak Pada 

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.” 

 

D. IDENTIFIKASI SUMBER ISU 

Penggunaan modul adalah salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada mahasiswa. Sebagai bahan ajar yang dapat dipelajari 

secara mandiri, modul diharapkan dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran 

lebih terencana dengan baik, tuntas, dan dengan hasil yang berkualitas. 

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari 

secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul disebut juga media untuk belajar 

mandiri karena didalamnya telah dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. 

Artinya mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar 

secara langsung. 

Selama proses CPNS melakukan menjadi dosen di Prodi Ilmu hukum terdapat 

beberapa permasalahan yang salah satu paling utama adalah belum optimalnya 

modul praktek perancangan kontrak dalam proses pembelajaran. Sehingga kurang 

mengasah keterampilan/kemahiran mahasiswa prodi Ilmu hukum untuk membuat 

suatu kontrak. 

Dengan adanya permasalahan ini, maka judul yang akan diangkat yaitu 

Upaya Optimalisasi Penyusunan Modul Praktek Perancangan Kontrak pada 

Program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam hal ini, akan 

dirancang draft modul yang akan dibuat yang mana setelah adanya modul ini dapat 

meningkatkan kreatifikas mahasiswa dalam berpraktek pembuatan kontrak. 
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Core issu pada tulisan ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan 

dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen ASN karena termasuk kedalam jenis 

manajemen ASN karena menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga 

diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur Sipil Negara yang unggul 

selaras dengan perkembagan zaman. Pembuatan modul praktek perancangan 

kontrak yang sesuai dengan perkembangan hukum kontrak akan menunjukkan 

sumber daya ASN sebagai dosen yang berkualitas. 

 

E. ANALISIS DAMPAK  

Dampak yang ditimbulkan jika permasalahan ini tidak diselesaikan, yaitu: 

1. Bagi Individu (Dosen) 

Dampak yang ditimbulkan untuk seorang dosen sendiri, kesulitan untuk 

mencari bahan referansi dalam pengajaran dengan menggunakan metode 

praktik. 

2. Bagi Rekan Kerja 

Dampak yang ditimbulkan jika isu ini tidak diselesaikan maka akan 

berdampak pada proses belajar mengajar tidak adanya keselarasan antar sesama 

dosen pengampu mata kuliah. 

3. Bagi Mahasiswa 

Dampak yang ditimbulkan jika masalah ini tidak diselesaikan, maka 

mahasiswa akan kesulitan mencari referensi yang akan mereka pelajari secara 

mandiri, dan pada proses pembelajaran didalam kelas mahasiswa banyak yang 

tidak fokus kepada penjelasan dosen. 

4. Bagi Unit Kerja 

Dampak yang terjadi Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka tidak dapat 

memberi sumbangsih dalam penambahan penilaian untuk akreditasi prodi. 

Dampak Positif  

 

1. Dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas pribadi sebagai dosen 

dalam proses pembelajaran dengan sistem praktik. 

2. Adanya keselarasan dan kesepahaman yang sama sesama dosen pengampu 

mata kuliah. 

3. mahasiswa mudah mencari referensi yang akan mereka pelajari secara 

mandiri. 
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4. Jika masalah ini diselesaikan, maka dapat memberi sumbangsih dalam 

penambahan penilaian untuk akreditasi prodi. 

 

 

 

F. RUANG LINGKUP  

Rancangan aktualisasi ini dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari dengan 

menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu dan Anti Korupsi, yang dikenal dengan ANEKA. Dalam kegiatan 

yang sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan tugas tambahan yang 

diberikan oleh atasan di Unit kerja. Aktualisasi dilaksanakan di Program Studi Ilmu 

Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kegiatan aktualisasi dilakukan dalam 5  

kegiatan yaitu:  

1) Menyampaikan ide gagasan terkait pembuatan modul perancangan kontrak 

kepada pimpinan (dekan); 

2) Mengumpulkan berbagai literatur terkait acuan/standar tentang pembuatan 

modul perancangan kontrak; 

3) Melakukan audiensi dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek 

perancangan kontrak; 

4) Menyusun dan evaluasi draf modul praktek perancangan kontrak; dan 

5) Mengesahkan modul praktek perancangan kontrak dan upload di website 

prodi Ilmu Hukum. 
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BAB II 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. RANCANGAN AKTUALISASI 

1. Unit Kerja 

Program Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. 

2. Identifikasi Isu 

Hal ini menjadi permasalahan adalah proses belajar mengajar pada mata 

kuliah Hukum Perancangan Kontrak yang menjadi kurang spesifik dikarenakan 

belum optimalnya Modul Praktik Perancangan Kontrak pada Program studi Ilmu 

Hukum FISIP UMRAH. Sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran. 

Oleh sebab itu, diperlukan berbagai literatur penunjang agar tidak 

membingungkan mahasiswa. 

Hal ini berkaitan dengan agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam 

NKRI tentang Manajemen ASN karena menhasilkan kualitas yang 

mencerminkan professional, memiliki nilai dasar dan etika profesi. 

3. Isu yang diangkat 

Belum Optimalnya penyusunan Modul Praktik Perancangan Kontrak pada 

Program studi Ilmu Hukum. 

4. Gagasan Pemecahan Isu 

Untuk solusi dari isu yang diangkat, maka dirancanglah Modul Praktik 

Perancangan Kontrak pada Program studi Ilmu Hukum di Universitas Maritim 

Raja Ali Haji Tanjungpinang dengan kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1.  

Kegiatan dan Sumber Kegiatan 

 

No Kegiatan Sumber Kegiatan 

1 Konsultasi  terkait penyusunan modul  kepada 

pimpinan atau mentor 

 

Kreatifitas 

2 Penyusunan draf modul praktik perancangan 

kontrak 

Kreatifitas 

3 Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu 

mata kuliah praktik perancangan kontrak 

Kreatifitas 

4 Pelaksanaan seminar modul praktik 

perancangan kontrak 

SKP 

5 Evaluasi modul praktek perancangan kontrak SKP 
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Tabel 2.2. Rancangan Aktualisasi 

 

No Kegiatan Tahap Kegiatan 
Output/Hasil 

Kegiatan 

Keterkaitan Substansi 

Materi Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai-

Nilai Organisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

Konsultasi  terkait 

penyusunan modul  

kepada pimpinan atau 

mentor  

1.1. Menghubungi 

atasan atau mentor 

untuk mengatur 

waktu konsultasi 

Maksud dan tujuan 

tersampaikan 

Dalam Menyampaikan gagasan 

dan ide kepada atasan 

disampaikan dengan senyum, 

sapa, salam dan berkoordinasi 

dengan sopan (etika Publik) 

secara professional dan tidak 

menyalahi aturan (Manajemen 

ASN) 

Kegiatan ini berkontribusi 

terhadap visi Prodi Ilmu 

Hukum  yaitu :  menjadi 

program studi ilmu hukum 

yang unggul berbasis 

kemaritiman di tingkat 

nasional dan Misi Prodi ilmu 

hukum yang ke 2 yaitu 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang berbasis pada 

pengetahuan ilmu hukum 

yang berlandaskan pada riset 

Mencerminkan nilai 

komitmen dan 

profesional 

(kredibel) ,transparan, 

akuntabel dan 

bertanggung jawab 

dalam program studi 

ilmu hukum 

1.2. Melakukan 

konsultasi dengan 

atasan atau mentor 

sesuai jadwal yang 

telah disepakati 

Notulen saran dan 

masukkan dari 

mentor 

Dalam melakukan konsultasi 

dengan mentor akan dilakukan 

dengan prinsip-prinsip 

musyawarah dan mendengarkan 

pendapat (Nasionalisme), serta 

menyampaikan pendapat 

dengan sopan dan santun (etika 

publik) mandiri, jujur (Anti 

Korupsi) dan penuh kejelasan 

(Komitmen Mutu) 
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No Kegiatan Tahap Kegiatan 
Output/Hasil 

Kegiatan 

Keterkaitan Substansi 

Materi Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai-

Nilai Organisasi 

1.3. Mencatat saran dari 

atasan atau mentor 

tentang serta 

mendokumentasikan 

pertemuan tersebut 

Persetujuan dan 

dukungan didapat 

Saat mencatat saran dari atasan 

atau mentor akan dilakukan 

secara profesional (etika 

publik) dan mengikuti arahan 

dari pimpinan terkait sistem 

yang akan dibuat 

(manajemen ASN) koordinasi 

dan kolaborasi (Whole of 

Government) 

2.  

Penyusunan draf modul 

praktik perancangan 

kontrak  

2.1. Mencari 

standar/acuan dalam 

membuat modul  

Kumpulan 

dokumen 

Standar/acuan 

dalam pembuatan 

modul 

Dalam proses mencari standar/ 

acuan dalam membuat sistem  

standar nasional penyusunan 

draf modul praktik perancangan 

kontrak  akan dilakukan dengan 

penuh tanggung jawab dan 

kesungguhan (akuntabilitas)  

dan dengan tetap 

memperhatikan kualitas yang 

baik dalam penyusunan modul 

praktik perancangan kontrak 

(komitmen mutu)  

Kegiatan ini berkontribusi 

terhadap visi Prodi Ilmu 

Hukum  yaitu :  menjadi 

program studi ilmu hukum 

yang unggul berbasis 

kemaritiman di tingkat 

nasional dan Misi Prodi ilmu 

hukum yang ke 2 yaitu 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang berbasis pada 

pengetahuan ilmu hukum 

yang berlandaskan pada riset 

 

Mencerminkan nilai 

keteraturan kerja, 

profesional, 

integritas, dimana 

mengumpulkan 

literatur/standar 

tentang penyusunan 

modul sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada di 

prodi ilmu hukum 

2.2. Mengumpulkan 

literatur terkait praktek 

perancangan kontrak di 

perpustakaan   

Daftar judul buku 

dan pengarang 

terkait perancangan 

kontrak 

Dalam proses pengumpulan 

literatur terkait perancangan 

kontrak di perpustakaan dengan 

penuh tanggung jawab 

(Akuntabilistas) dilakukan 

dengan kerja  
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No Kegiatan Tahap Kegiatan 
Output/Hasil 

Kegiatan 

Keterkaitan Substansi 

Materi Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai-

Nilai Organisasi 

keras (Anti Korupsi) dan 

mencari dari berbagai sumber 

(Komitmen Mutu)  

2.3 Membuat peta 

konsep draf 

pembuatan modul 

praktek 

perancangan 

kontrak   

Peta konsep modul 

praktek 

perancangan 

kontrak 

Dalam proses pembuatan peta 

konsep modul praktek 

perancangan kontrak  dilakukan 

dengan kerja keras (Anti 

Korupsi) dan efisien 

(Komitmen Mutu)  

3. Pelaksanaan FGD 

dengan dosen pengampu 

mata kuliah praktik 

perancangan kontrak  

3.1. Mengundang rekan 

dosen pengampu 

mata kuliah praktek 

perancangan 

kontrak  

Maksud dan tujuan 

tersampaikan  

Saat mengundang rekan 

menggunakan  bahasa yang 

sopan (Etika publik), penuh 

tanggung jawab 

(akuntabilitas) 

Kegiatan ini berkontribusi 

terhadap visi Prodi Ilmu 

Hukum  yaitu :  menjadi 

program studi ilmu hukum 

yang unggul berbasis 

Kegiatan ini 

menunjukkan nilai 

transparansi, 

berorientasi mutu dan 

kejelasan target 
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No Kegiatan Tahap Kegiatan 
Output/Hasil 

Kegiatan 

Keterkaitan Substansi 

Materi Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai-

Nilai Organisasi 

3.2.  Melakukan FGD 

dengan rekan dosen 

pengampu mata 

kuliah praktek 

perancangan 

kontrak 

 

  Diskusi terlaksana  

 

 

Diskusi dengan rekan dosen 

pengampu mata kuliah praktek 

perancangan kontrak dilakukan 

dengan pikiran yang terbuka 

pada kritik dan saran 

(Nasionalisme) saling 

menghargai hak berpendapat  

(Etika Publik) dan kejelasan 

target (akuntabilitas) 

kemaritiman di tingkat 

nasional dan Misi Prodi 

ilmu hukum yang ke 2 yaitu 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang berbasis pada 

pengetahuan ilmu hukum 

yang berlandaskan pada 

riset 

dalam Prodi Ilmu 

Hukum 

3.3. Membuat 

kesimpulan hasil 

FGD dengan rekan 

dosen pengampu 

mata kuliah 

praktek 

perancangan 

kontrak 

Notulen hasil FGD 

 

Membuat hasil kesimpulan 

FGD dengan cermat 

(Akuntabilitas), jujur (anti 

korupsi) dan penuh kejelasan 

(komitmen mutu) 
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No Kegiatan Tahap Kegiatan 
Output/Hasil 

Kegiatan 

Keterkaitan Substansi 

Materi Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai-

Nilai Organisasi 

3.4. Mengkonsultasikan 

kepada atasan hasil 

draf modul praktik 

perancangan 

kontrak 

Maksud dan tujuan 

tersampaikan, hal 

ini dibuktikan 

dengan : foto 

Dalam melakukan konsultasi 

dengan mentor akan dilakukan 

dengan prinsip-prinsip 

musyawarah dan mendengarkan 

pendapat (Nasionalisme), serta 

menyampaikan pendapat 

dengan sopan dan santun (etika 

publik) mandiri, jujur (Anti 

Korupsi) dan penuh kejelasan 

(Komitmen Mutu) 

4. 

Pelaksanaan seminar 

modul praktik 

perancangan kontrak 

4.1. Membuat bahan 

seminar 

Bahan seminar siap  Menyusun bahan seminar 

modul praktek perancangan 

kontrak  dengan  didasari oleh 

inovasi yang berorientasi mutu 

(Komitmen mutu), sopan 

(etika publik) dan 

Peyusunan modul dilakukan 

dengan kerja keras, disiplin dan 

jujur (Anti-korupsi)  

Kegiatan ini berkontribusi 

terhadap visi Prodi Ilmu 

Hukum  yaitu :  menjadi 

program studi ilmu hukum 

yang unggul berbasis 

kemaritiman di tingkat 

nasional dan Misi Prodi ilmu 

hukum yang ke 1 yaitu 

menghasilkan lulusan yang 

memiliki keunggulan 

dengan keiman-an, teknologi 

dan ketawaqwa-an serta 

memiliki ketarampilan yang 

memadai, yang mampu 

bersaing ditingkat regional. 

  

Kegiatan ini 

berkaitan dengan 

penguatan nilai 

organisasi yaitu 

profesional, 

akuntabel, 

sinergi,tranparan dan 

kreatif. 

4.2. Pelaksanaan 

Seminar 

 

Seminar 

dilaksanakan 

dibuktikan dengan 

foto  

Pelaksanaan seminar modul 

praktik perancangan kontrak 

dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab dan kejelasan 

target (Akuntabilitas) 

selanjutnya didasari oleh 

efisiensi yang berorientasi mutu 

(Komitmen mutu) dan 
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No Kegiatan Tahap Kegiatan 
Output/Hasil 

Kegiatan 

Keterkaitan Substansi 

Materi Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai-

Nilai Organisasi 

dilakukan dengan kerja keras, 

disiplin dan jujur  (Anti-

korupsi) 

4.3. Membuat laporan 

hasil pelaksanaan 

seminar dan 

menyampaikan ke 

atasan 

Laporan 

pelaksanaan 

seminar siap 

Dalam membuat laporan 

pelaksanaan seminar  modul 

praktek perancangan kontrak 

dilakukan dengan tanggung 

jawab,kejelasan target 

(Akuntabilitas) kerja keras 

(Nasionalisme) dan efektifitas, 

orientasi mutu (Komitmen 

Mutu). 

5. 
Evaluasi modul praktek 

perancangan kontrak  

5.1. Membuat angket 

untuk evaluasi 

modul praktik 

perancangan 

kontrak 

 

Angket siap 
Mempersiapkan modul dengan 

efektif dan efisien (pelayanan 

public) 

berorientasi mutu (komitmen 

mutu). 

Bahan sosialisasi siap yang 

dibuktikan dengan : foto dan 

video 

Mencerminkan nilai 

komitmen mutu, 

profesional, 

koordinasi dalam 

Prodi Ilmu hukum 5.2. Membuat laporan 

evaluasi modul 

Laporan evaluasi 

modul praktik 

Dalam membuat laporan modul 

dilakukan dengan kejelasan 

target (Akuntabilitas) dan 
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No Kegiatan Tahap Kegiatan 
Output/Hasil 

Kegiatan 

Keterkaitan Substansi 

Materi Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai-

Nilai Organisasi 

praktik perancangan 

kontrak 

perancangan 

kontrak siap 

transparansi (Pelayanan 

Publik) peningkatkan kinerja 

ASN (Manajemen ASN) serta 

sopan dan hormat (Etika 

Publik) 

5.3  Melakukan 

pelaporan kepada 

atasan tentang 

evaluasi modul 

praktik perancangan 

kontrak   

Persetujuan atasan   Melakukan pelaporan kepada 

atasan tentang evaluasi modul 

dilakukan dengan sopan dan 

santu (etika public) tepat waktu 

 (akuntabilitas) sesuai dengan 

berorientasi mutu (komitmen 

mutu) musyawarah mufakat , 

menghargai pendapat orang lain 

(Nasionalisme) koordinasi dan 

kolaborasi (Whole of 

Government) 
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JADWAL 

B. JADWAL AKTUALISASI 

Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 2 Juni 2020 Jadwal kegiatan 

aktualisasi disajikan pada tabel dibawah ini 

 

Tabel 2.3. 

 Jadwal Kegiatan Aktualisasi  
 

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT / HASIL 

Rencana Aktualisasi Pelaksanaan Aktualisasi 

Maret April Maret April Mei Juni 

IV I II III IV IV I II III IV I II III IV I 

1 

Konsultasi  

terkait 

penyusunan 

modul  

kepada 

pimpinan atau 

mentor 

 

1. Menghubungi atasan 

atau mentor untuk 

mengatur waktu 

konsultasi 

 

Maksud dan 

tujuan 

tersampaikan  

23- 24     23          

2. Melakukan konsultasi 

dengan atasan atau 

mentor sesuai jadwal 

yang telah disepakati 

 

Notulen saran dan 

masukkan dari 

mentor 

26-27     24          

3. Mencatat saran dari 

atasan atau mentor 

tentang penyusunan 

modul serta 

Persetujuan dan 

dukungan didapat 

26-27     24          
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NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT / HASIL 

Rencana Aktualisasi Pelaksanaan Aktualisasi 

Maret April Maret April Mei Juni 

IV I II III IV IV I II III IV I II III IV I 

mendokumentasikan 

pertemuan tersebut 

2 

Pengumpulan 

berbagai 

literatur 

terkait tentang 

modul 

perancangan 

kontrak 

1. Mencari 

standar/acuan dalam 

membuat modul 

 

Kumpulan 

dokumen 

Standar/acuan 

dalam pembuatan 

modul 

30-31     30          

2. Mengumpulkan 

literatur terkait praktek 

perancangan kontrak di 

perpustakaan   

Daftar judul buku 

dan pengarang 

terkait 

perancangan 

kontrak 

 1-3    30 1         

3. Membuat peta konsep 

draf pembuatan modul 

praktek perancangan 

kontrak   

Peta konsep 

modul praktek 

perancangan 

kontrak 

 6-7     2-3         

3 

Pelaksanaan 

FGD dengan 

dosen 

pengampu 

1. Mengundang rekan 

dosen pengampu mata 

kuliah praktek 

perancangan kontrak 

Maksud dan 

tujuan 

tersampaikan 

 

  8      20-21 22-24      
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NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT / HASIL 

Rencana Aktualisasi Pelaksanaan Aktualisasi 

Maret April Maret April Mei Juni 

IV I II III IV IV I II III IV I II III IV I 

mata kuliah 

praktik 

perancangan 

kontrak 

2. Melakukan FGD 

dengan rekan dosen 

pengampu mata kuliah 

praktek perancangan 

kontrak 

Diskusi terlaksana   9-10       27      

3. Membuat kesimpulan 

hasil FGD dengan 

rekan dosen 

pengampu mata kuliah 

praktek perancangan 

kontrak 

Notulen hasil 

FGD 

  

 

 

 

 

  13-14       27      

  

4. Mengkonsultasikan 

kepada atasan hasil 

draf modul praktik 

perancangan kontrak 

Maksud dan 

tujuan 

tersampaikan, hal 

ini dibuktikan 

dengan : foto 

 

  13-14        4     

4 

Pelaksanaan 

pembuatan 

modul praktek 

perancangan 

kontrak 

1. Membuat bahan 

evaluasi 

Bahan seminar 

siap 

   15-17       5-8 8-12    
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NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT / HASIL 

Rencana Aktualisasi Pelaksanaan Aktualisasi 

Maret April Maret April Mei Juni 

IV I II III IV IV I II III IV I II III IV I 

  

2. Pelaksanaan Seminar Seminar 

dilaksanakan 

dibuktikan dengan 

foto 

   18        13-14 15   

  

3. Membuat laporan 

pelaksanan hasil 

seminar dan 

menyampaikan ke 

atasan 

Laporan hasil 

seminar siap 

   20         18-20   

5 

Evaluasi 

modul praktek 

perancangan 

kontrak 

1. Evaluasi modul 

praktek perancangan 

kontrak 

Angket siap      21         22  

 

 2. Membuat laporan 

evaluasi modul praktik 

perancangan kontrak 

Laporan evaluasi 

modul praktik 

perancangan 

kontrak siap 

    22         26-29  

  

3. Melakukan pelaporan 

kepada atasan tentang 

evaluasi modul praktik 

perancangan kontrak   

Persetujuan 

atasan. 

    23          2 
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C. CAPAIAN KEGIATAN 

Tabel 2.4. Capaian Kegiatan I 

Kegiatan / Tahapan Kegiatan Konsultasi  terkait penyusunan modul  kepada pimpinan atau mentor 

1.  Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi 

2.  Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati 

3. Mencatat saran dari atasan atau mentor tentang pembuatan modul serta mendokumentasikan pertemuan 

tersebut 

Tanggal Pelaksanaan Tanggal Rancangan Aktualisasi 

23- 27 Maret 2020 

Tanggal Pelaksanaan Aktulisasi 

23 – 27 Maret 2020 

Deskripsi Kegiatan dan Teknik 

Aktualisasi Penerapan Nilai 

Dasar ASN 

Pertemuan dengan Atasan bertujuan untuk mendapatkan arahan dan bimbingang dari pimpinan/mentor yang 

dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni, Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu 

konsultasi, .  Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati dalam proses 

ini disampaikan dengan senyum, sapa, salam dan berkoordinasi dengan sopan (etika Publik) secara professional 

dan tidak menyalahi aturan (Manajemen ASN), Mencatat saran dari atasan atau mentor tentang pembuatan 

modul serta mendokumentasikan pertemuan tersebut. mengatur jadwal pertemuan dengan Atasan terlebih 

dahulu melalui sekretaris dengan menerapkan nilai dasar ASN yaitu efektif dan efesien dimana adanya 

ketepatan jadwal pertemuan disesuai agenda atasan(Komitmen Mutu). Setelah jadwal  telah ditentukan, pada 

saat pertemuan, datang tepat waktu menemui atasan termasuk nilai tanggungjawab  yaitu ketepatan disiplin 

waktu(Akuntabilitas) dan mengucapkan salam ketika bertemu merupakan nilai moral yang mana kewajiban 

untuk melakukan kebaikan atau sebagaimana mestinya(Etika Publik). Kemudian melakukan konsultasi dengan 

mentor akan dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mendengarkan pendapat (Nasionalisme), serta 

menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun (etika publik) mandiri, jujur (Anti Korupsi) dan penuh 

kejelasan (Komitmen Mutu). Saat mencatat saran dari atasan atau mentor akan dilakukan secara profesional 

(etika publik) dan mengikuti arahan dari pimpinan terkait sistem yang akan dibuat (manajemen ASN) 

koordinasi dan kolaborasi (Whole of Government) 
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Nilai - nilai Dasar yang 

Relevan 
Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Konsultasi  terkait 

penyusunan modul  kepada pimpinan atau mentor terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu, Manajemen ASN dan Whole Of Government. 

Kontribusi Terhadap Visi dan 

Misi Organisasi 
Pertemuan dengan Atasan untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dari mentor atau atasan yang sejalan 

dengan visi misi prodi Ilmu Hukum yakni,  visi Prodi Ilmu Hukum  yaitu :  menjadi program studi ilmu hukum 

yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang 

berlandaskan pada riset 

Penguatan Nilai Organisasi Mencerminkan nilai komitmen dan profesional (kredibel) ,transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam 

program studi ilmu hukum 

Output Kegiatan 1. Maksud dan tujuan tersampaikan  

2. Notulen saran dan masukkan dari mentor  

3. Persetujuan dan dukungan atasan didapat 

Manfaat / Hasil Capaian Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah: 

1. Atasan yakni Dekan mengetahui kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan peserta latsar. 

2. Dekan memberikan bimbingan dan arahan terkait penyusunan modul 

3. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima. 

4. Mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dari Unit Kerja. 

5. Pengamalan nilai-nilai dasar PNS. 
 

Analisa Dampak Jika Nilai 

Aneka Tidak Dilaksanakan 

1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka salah satunya sikap sopan dan santun, bahasa yang baik maka tidak akan 

terbangun komunikasi yang baik. 

2. Dekan selaku mentor tidak mengetahui kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan peserta latsar.  

3. Dekan tidak memberikan bimbingan dan arahan pada pelaksanaan pembuatan modul. 

(Ini melanggar nilai Akuntabilitas karena menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab.) 

4. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi. 

(Ini melanggar nilai Nasionalisme karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta 

Etika Publik karena tidak menunjukkan sopan santun. 
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Tabel 2.4. Capaian Kegiatan II 

 

 

Kegiatan / Tahapan Kegiatan Pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak  

1.  Mencari standar/acuan dalam membuat modul 

2.  Mengumpulkan literatur terkait praktek perancangan kontrak di perpustakaan   

3. Membuat peta konsep draf pembuatan modul praktek perancangan kontrak   

Tanggal Pelaksanaan Tanggal Rancangan Aktualisasi 

30 Maret – 07 April 2020 

Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 

30 Maret – 03 April 2020 

Deskripsi Kegiatan dan Teknik 

Aktualisasi Penerapan Nilai 

Dasar ASN 

Pada awalnya dilakukan kegiatan pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak dilakukan 

dengan beberapa tahap yakni : mencari standar/acuan dalam membuat  modul yang dilakukan melalui 

penelusuaran dengan media internet yang dalam proses tahapan ini akan dilakukan dengan penuh tanggung 

jawab dan kesungguhan (Akuntabilitas)  dan dengan tetap memperhatikan kualitas yang baik dalam 

penyusunan modul praktik perancangan kontrak (Komitmen mutu). Kemudian langkah selanjutnya dilakukan 

pengumpulan literatur terkait praktik perancangan kontrak yang dilakukan dengan penulusan literatur di 

perpustakaan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dalam proses ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab 

(Akuntabilistas) dilakukan dengan kerja keras (Anti Korupsi) dan mencari dari berbagai sumber (Komitmen 

Mutu). Dan langkah selanjutnya dilakukan pembuatan peta konsep draf pembuatan modul praktik perancangan 

kontrak agar isi dari modul lebih terarah dan terkonsep yang dalam proses ini dilakukan dengan kerja keras 

(Anti Korupsi) dan efisien (Komitmen Mutu). 

Kendala Berhubung adanya kondisi penyebaran wabah virus Covid-19 pelayanan perpustakaan ditutup sehingga peserta 

harus menunggu jadwal pembukaan perpustakaan agar bisa melakukan berbagai tahapan sesuai yang 

direncanakan. 

Nilai - nilai Dasar yang 

Relevan 

Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Pengumpulan berbagai 

literatur terkait modul perancangan kontrak  terwujud nilai Akuntabilitas, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi 
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Kontribusi Terhadap Visi dan 

Misi Organisasi 
Pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi Ilmu 

Hukum yakni,  visi Prodi Ilmu Hukum  yaitu :  menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis 

kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset 

Penguatan Nilai Organisasi Mencerminkan nilai keteraturan kerja, profesional, integritas, dimana mengumpulkan literatur/standar tentang 

penyusunan sebagaimana nilai-nilai yang terdapat di prodi ilmu hukum  

Output Kegiatan 1 Kumpulan dokumen Standar/acuan dalam pembuatan sistem nasional 

2 Daftar judul buku dan pengarang terkait perancangan kontrak 

3 Peta konsep modul praktek perancangan kontrak 

Manfaat / Hasil Capaian Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah: 

1. Panduan pedoman penulisan modul dibuat sesuai standar nasional 

2. Peserta mendapatkan daftar judul buku dan pengarang terkait perancangan kontrak 

3. Peserta dapat membuat peta konsep modul praktik perancangan kontrak 

 

Analisa Dampak Jika Nilai 

Aneka Tidak Dilaksanakan 

1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka seperti Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dalam 

pencarian standar acuan pembuatan modul, maka modul tidak terarah dan kurang berkualitas  

2. Jika peserta tidak mendapatkan daftar judul buku maka modul yang dihasilkan sulit untuk 

dipertanggungjawabkan karena tidak berasal dari sumber yang valid (ini melanggara nilai Aneka yakni 

Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) 

3. Peserta sulit untuk membuat peta konsep modul praktik perancangan kontrak 

4. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi. 
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Tabel  

2.4. Capaian Kegiatan III 

 

Kegiatan / Tahapan Kegiatan Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak 

1.  Mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak  

2.  Melakukan FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak 

3. Membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak 

4. Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak 

Tanggal Pelaksanaan Tanggal Rancangan Aktualisasi 

08 – 14 April 2020 

Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 

20 April – 04 Mei 2020 

Deskripsi Kegiatan dan Teknik 

Aktualisasi Penerapan Nilai 

Dasar ASN 

Pada saat dilakukan kegiatan Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan 

kontrak 

Tahap awal yang dilakukan adalah mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan 

kontrak yang dalam proses ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan (Etika Publik) dan 

dilakukan dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas), selanjutnya pelaksanaan FGD dengan rekan dosen 

pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak dan didalam proses ini dilakukan dengan pikiran yang 

terbuka pada kritik dan saran (Nasionalisme) saling menghargai hak berpendapat  (Etika Publik) dan kejelasan 

target (akuntabilitas). Tahap berikutnya ialah membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu 

mata kuliah praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini dilakukan dengan cermat (Akuntabilitas), jujur 

(anti korupsi) dan penuh kejelasan (komitmen mutu). Dan tahap terakhir pada kegiatan ini ialah 

Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini 

dilakukan dengan dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mendengarkan pendapat (Nasionalisme), 

serta menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun (etika publik) mandiri, jujur (Anti Korupsi) dan penuh 

kejelasan (Komitmen Mutu).   
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Kendala Berhubung adanya kondisi penyebaran wabah virus Covid-19 di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji 

menerapkan sistem WFH (Work From Home) sehingga FGD hanya dapat dilakukan melalui media daring yakni 

Zoom. 

Nilai - nilai Dasar yang 

Relevan 

Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Pelaksanaan FGD dengan 

dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak terwujud nilai Akuntabilitas, Etika Publik, 

Nasionalisme, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.  

Kontribusi Terhadap Visi dan 

Misi Organisasi 

Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak yang sejalan dengan visi 

misi prodi Ilmu Hukum yakni,  visi Prodi Ilmu Hukum  yaitu :  menjadi program studi ilmu hukum yang unggul 

berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset 

Penguatan Nilai Organisasi Kegiatan ini menunjukkan nilai transparansi, berorientasi mutu dan kejelasan target dalam Prodi Ilmu Hukum 

Output Kegiatan  1. Maksud dan tujuan  pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak 

tersampaikan 

2. Diskusi terlaksana  

3. Notulen hasil FGD 

4. Maksud dan tujuan tersampaikan, hal ini dibuktikan dengan : foto 

Manfaat / Hasil Capaian Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak adalah: 

1. Peserta mendapatkan masukan dari rekan-rekan sejawat dalam pembuatan modul praktik perancangna 

kontrak 

2. Peserta mendapatkan informasi terupdate terkait materi modul praktik perancangan kontrak  

3. Peserta dapat membuat modul praktik perancangan kontrak yang bermutu  

Analisa Dampak Jika Nilai 

Aneka Tidak Dilaksanakan 
1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka seperti Akuntabilitas, Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, 

dan Anti Korupsi.  dalam Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan 

kontrak, maka FGD tidak akan terlaksana dengan baik  

2. Peserta sulit untuk membuat materi modul praktik perancangan kontrak dengan informasi terbaru 

3. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi. 
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Tabel 2.4. Capaian Kegiatan IV 

Kegiatan / Tahapan Kegiatan Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak 

1.  Membuat bahan seminar 

2.  Pelaksanaan seminar 

3.  Membuat laporan pelaksanan hasil seminar dan menyampaikannya ke atasan 
 

Tanggal Pelaksanaan Tanggal Rancangan Aktualisasi 

15 April – 20 April 2020 

Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 

5 - 20 Mei 2020 

Deskripsi Kegiatan dan Teknik 

Aktualisasi Penerapan Nilai 

Dasar ASN 

Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni, 

tahap awal peserta membuat bahan seminar yang dalam proses ini disusun bahan seminar modul praktek 

perancangan kontrak  dengan  didasari oleh inovasi yang berorientasi mutu (Komitmen mutu), sopan (etika 

publik) dan 

Peyusunan modul dilakukan dengan kerja keras, disiplin dan jujur (Anti-korupsi). Tahap selanjutnya adalah 

pelaksanaan seminar kepada mahasiswa yang dalam proses ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan 

kejelasan target (Akuntabilitas) selanjutnya didasari oleh efisiensi yang berorientasi mutu (Komitmen mutu) 

dan 

Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi. Kemudian membuat laporan pelaksanaan 

seminar  modul praktik perancangan kontrak yang dilakukan dengan tanggung jawab,kejelasan target 

(Akuntabilitas) kerja keras (Nasionalisme) dan efektifitas, orientasi mutu (Komitmen Mutu).  

Kendala Dikarenakan masa pendemi Covid-19 peserta tidak dapat melakukan seminar secara langsung kepada mahasiswa 

dan harus dilakukan secara daring yang mana terkadang terkendala oleh gangguan sinyal mahasiswa saat 

melakukan daring. 
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Nilai - nilai Dasar yang 

Relevan 
Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan dalam pelaksanaan pembuatan modul praktek 

perancangan kontrak bahwa terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan 

Anti Korupsi 

Kontribusi Terhadap Visi dan 

Misi Organisasi 
Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi Ilmu Hukum yakni,  

visi Prodi Ilmu Hukum  yaitu :  menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat 

nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset 

Penguatan Nilai Organisasi Kegiatan ini berkaitan dengan penguatan nilai organisasi yaitu profesional, akuntabel, sinergi,tranparan dan 

kreatif. 

Output Kegiatan 1. Bahan seminar siap 

2. Seminar dilaksanakan dibuktikan dengan foto  

3. Laporan hasil seminar siap 

Manfaat / Hasil Capaian Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah: 

1. Mahasiswa mengetahui manfaat pembuatan modul praktik perancangan kontrak 

2. Mahasiswa mudah memahami materi perkuliahan praktik perancangn kontrak 

3. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima. 

4. Pengamalan nilai-nilai dasar PNS. 

 

Analisa Dampak Jika Nilai 

Aneka Tidak Dilaksanakan 

1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan 

Anti Korupsi maka tidak akan tersampaikan maksud dari pembuatan modul praktik perancangan kontrak 

kepada mahasiswa karena kualitas yang kurang bagus dari modul praktik perancangan kontrak tersebut. 

2. Mahasiswa sulit memahami isi dari modul praktik perancangan kontrak  

3. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi. 
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Tabel 2.4. Capaian Kegiatan V 

Kegiatan / Tahapan Kegiatan Evaluasi modul praktek perancangan kontrak  

1. Membuat laporan pelaksanan hasil seminar dan menyampaikannya ke atasan 

2. Membuat laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak 

3. Melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak   
 

Tanggal Pelaksanaan Tanggal Rancangan Aktualisasi 

21 - 23 April 2020 

Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 

 22 Mei – 2 Juni 2020 

Deskripsi Kegiatan dan Teknik 

Aktualisasi Penerapan Nilai 

Dasar ASN 

Evaluasi modul praktek perancangan kontrak dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni, tahap awal 

peserta Membuat angket untuk evaluasi modul praktik perancangan kontrak dengan mempersiapkan modul 

dengan efektif dan efisien (Pelayanan public) berorientasi mutu (Komitmen mutu). Langkah berikutnya 

dilakukan pembuatan laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak yang dalam membuat laporan modul 

dilakukan dengan kejelasan target (Akuntabilitas) dan transparansi (Pelayanan Publik) peningkatkan kinerja 

ASN (Manajemen ASN) serta sopan dan hormat (Etika Publik). Tahap terakhir adalah melakukan pelaporan 

kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak  yang dalam proses ini dilakukan dengan 

sopan dan santu (Etika publik) tepat waktu (Akuntabilitas) sesuai dengan berorientasi mutu (Komitmen 

mutu) musyawarah mufakat , menghargai pendapat orang lain (Nasionalisme) koordinasi dan kolaborasi 

(Whole of Government).  

Kendala Dikarenakan masa pendemi Covid-19 peserta tidak dapat melakukan penyebaran angket secara langsung untuk 

evaluasi modul sehingga harus dilakukan secara daring. Dan kordinasi kepada atasan juga terhambat karena 

harus mengikuti jadwa WFH (Work From Home)  

Nilai - nilai Dasar yang 

Relevan 

Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan dalam pelaksanaan pembuatan modul praktek 

perancangan kontrak bahwa terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan 

Whole of Government 
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Kontribusi Terhadap Visi dan 

Misi Organisasi 

Evaluasi modul praktek perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi Ilmu Hukum yakni,  visi Prodi 

Ilmu Hukum  yaitu :  menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional 

dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis 

pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset 

Penguatan Nilai Organisasi Mencerminkan nilai komitmen mutu, profesional, koordinasi dalam Prodi Ilmu hukum 

Output Kegiatan 1. Angket siap 

2. Laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak siap 

3. Persetujuan atasan 

Manfaat / Hasil Capaian Manfaat dari melakukan Evaluasi modul praktek perancangan kontrak adalah: 

1. Modul yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan 

mahasiswa 

2. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima. 

3. Pengamalan nilai-nilai dasar PNS. 

 

Analisa Dampak Jika Nilai 

Aneka Tidak Dilaksanakan 

1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, 

dan Whole of Government maka modul yang dibuat peserta menjadi tidak jelas dan sulit dipahami 

mahasiswa 

2. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi. 



 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Dari core issue yang telah ditetapkan adalah “Belum Optimalnya Penyusunan 

Modul Praktek Perancangan Kontrak di Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim 

Raja Ali Haji ”. Berdasarkan isu tersebut peserta memberi judul Aktualisasi ini 

Upaya Optimalisasi Penyusunan Modul Praktik Perancangan Kontrak di Prodi 

Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Melalui kegiatan aktualisasi ini perserta dapat mengimplementasikan nilai-

nilai dasar pegawai negeri sipil (PNS) sebagai berikut: 

1) Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor, nilai 

yang paling dominan untuk diterapkan adalah etika public karena pada saat 

berkonsultasi dan meminta saran serta persetujuan dari pimpinan harus 

bersikap sopan dan santun juga menggunakan Bahasa yang baik. 

Kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan akan 

memudahkan atasan dalam memahami maksud dan tujuan peserta; serta 

menerapakan akuntabilitas,komitmen mutu, Nasionalisme dan Whole of 

Government. 

2) Penyusunan draf modul praktik perancangan kontrak nilai yang paling 

dominan untuk diterapkan adalah komitmen mutu karena dalam pembuatan 

modul praktik perancangan kontrak haruslah memperhatikan kualitas dan 

dapat dijamin kebenarannya sesuai dengan aturan yang berlaku; serta 

menerapkan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. 

3) Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik 

perancangan kontrak nilai yang paling dominan untuk diterapkan adalah 

akuntabilitas, dalam melakukan diskusi dengan rekan kerja sejawat harus 

dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejelasan target yang ingin 

dicapai, dan dilakukan dengan cermat; serta diterapkan nilai nasionalisme, 

etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. 

4) Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak, nilai yang paling 

dominan untuk diterapkan adalah komitmen mutu, karena dalam 

pelaksanaan seminar harus dilakukan dengan berorientasi pada mutu sesuai 
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dengan aturan berdasarkan prinsip keahlian untuk mencapai hasil dan 

mendorong kinerja peserta; serta menerapkan etika publik, nilai anti korupsi 

dan akuntabilitas  

5) Evaluasi modul praktek perancangan kontrak,nilai yang paling dominan 

untuk diterapkan adalah pelayanan public karena modul yang telah siap 

dilakukan evaluasi dengan prinsip tranparansi karena dapat diketahui baik 

oleh pimpinan, rekan kerja maupun mahasiswa nantinya. 

 

B. Saran  

Saran yang didapat dari laporan hasil aktualisasi ini adalah: 

1) Bagi Peserta. 

Peserta dapat menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam setiap pelaksanan 

tugas dan menjadi contoh dilingkungan tempat kerja, serta memberikan 

motivasi bagi diri sendiri untuk melanjutkan pembuatan karya tulis baik 

merupa modul, bahan ajar, maupun jurnal ilmiah. 

2) Bagi Rekan Kerja. 

Dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak dapat 

menerapkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen 

Mutu, dan Anti Korupsi sehingga tercipta pegawai yang professional dalam 

menjalankan tugas sebagai dosen. 

3) Bagi Organisasi. 

Aktualisasi ini dapat memberikan sumbangsih dalam penambahan penilaian 

untuk meningkatkan akreditasi prodi. 
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Lampiran I 

Resume Materi II dan III 



 

40 
 

 



 

41 
 

 



 

42 
 

 



 

43 
 

 



 

44 
 

 



 

45 
 

 



 

46 
 

 



 

47 
 

 



 

48 
 

 



 

49 
 

 



 

50 
 

 



 

51 
 

 



 

52 
 

 



 

53 
 

 

 



 

54 
 

 



 

55 
 

 



 

56 
 

 



 

57 
 

 



 

58 
 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Lampiran II 

Profil Organisasi  
 

A. Profil Organisasi  

 
Menjadi Universitas di Garis depan Negeri ini, kemudian berbatas langsung 

dengan negara tetangga memacu kami Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas 

Maritim Raja Ali Haji untuk mewujudkan FISIP UMRAH sebagai Pusat Pendidikan 

Ilmu Sosial & Ilmu Politik yang Unggul di kawasan Regional serantau ini, yaitu Selat 

malaka. 

Tak dapat dipungkiri bahwa Letak Geografis Kepri memungkinkan UMRAH 

terlebih lagi FISIP UMRAH untuk bersentuhan langsung dengan dunia internasional 

melalui Laut. Hal ini juga memacu kami untuk lebih meningkatkan kapasitas dan 

Kemampuan para Pendidik dan Peneliti di FISIP UMRAH, terutama kepada kajian-

kajian mengenai perbatasan laut, Kebijakan Pemerintah Kepulauan, Manajemen 

Pembangunan Kepulauan. Sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari UMRAH 

yang memiliki Fokus dan Konsen terhadap Kemaritiman, kami berusaha 

mengintegrasikan Nuasa Maritim dalam kurikulum kami di lima Jurusan yang ada, 

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara,  Jurusan Sosiologi, 

Jurusan Ilmu Hukum, dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. 

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji berdiri 

bersamaan dengan 8 program studi baru di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Proses pendirian Program Studi Ilmu Hukum dimulai sejak tahun 2009 dan baru 

ditahun 2013 mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk menjalakan proses belajar mengajar. 

Saat ini Program Studi Ilmu Hukum masih berada dibawah naungan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Program Studi 

keempat setelah Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara dan Sosiologi. Ke 

depan seluruh civitas akademika akan berupaya untuk menjadikan Program Studi Ilmu 

Hukum menjadi Fakultas  Hukum di lingkungan Universitas  Maritim Raja Ali Haji. 

Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu Program Studi yang dinanti 

kehadirannya di Universitas Maritim Raja Ali Haji mengingat jenjang Strata Satu Ilmu 

Hukum belum ada di Ibu kota Provinsi  Kepulauan Riau ini. 

Program Studi Ilmu Hukum memiliki spesifikasi keilmuan yang berbasis pada 

pengembangan terhadap wilayah perbatasan sesuai dengan kondisi geografis Provinsi 



 

60 
 

Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Keunggulan 

kompetitif yang akan diciptakan melalui Program Studi Ilmu Hukum ini adalah 

mahasiswa yang memiliki wawasan internasional dalam perspektif daerah perbatasan. 

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dimodifikasi 

untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam persaingan dunia kerja global 

yang memiliki keahlian teoritis dan praktis. Selain itu juga, Kurikulum Program Studi 

Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji diselaraskan dengan kondisi geografis 

Provinsi Kepulauan Riau yang lebih menekankan kepada keunggulan keilmuan yang 

berbasis kepada dunia internasional. Kemudian dari pada itu untuk jumlah keseluruhan 

SKS pada Program Studi Ilmu Hukum berjumlah 144 Sks dan sudah termasuk dalam 

Mata Kuliah Pilihan yang berjumlah 12 Sks. 

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji 

dirancang untuk pertama kali pada tahun 2013. Pada tahun 2015 telah diadakan 

perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Peraturan ini 

mengamanatkan bahwa Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan 

dengan kompetensi di level 6 (enam). 

Setelah berlaku hampir lima tahun Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum 

Tahun 2015 yang berlaku sampai dengan saat ini, memerlukan kajian dan masukan 

untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, 

berdasarkan surat arahan Rektor Nomor B/1400/UN53.01/KR.00.01/2019, yang 

menindaklanjuti hasil Rakornas para Rektor dengan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi, bahwa Program Studi diminta agar melakukan penyesuaian dan 

revisi kurikulum program studi yang mengacu pada peningkatan bidang keilmuan 

untuk memenuhi kebutuhan era revolusi industry 4.0. Selain itu, dalam surat 

tersebut, Rektor mengarahkan agar Program Studi juga menyesuaikan kurikulum 

dengan Kebijakan UMRAH 5.0 dengan mengimplementasikan pembelajaran 

dengan metode blended learning. 

Untuk memenuhi arahan sebagaimana dimaksud di atas, Tim Penyusun 

mengadakan Workshop Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UMRAH dengan 

mengundang para pengguna lulusan Ilmu Hukum (stakeholder ) terkait guna 

menjaring informasi mengenai kebutuhan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan. 

Kegiatan dimaksud diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa, tepatnya tanggal 1 
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dan 2 Juli 2019 yang diadakan di Ruang Rapat Program Studi Ilmu Hukum 

UMRAH Dompak. Kegiatan ini dihadiri oleh Instansi/lembaga yang terkait dengan 

pengguna lulusan hukum, diantaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Badan Pertanahan Kota Tanjungpinang, 

LANTAMAL IV Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Kantor 

Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau. 

Berdasarkan hasil pertemuan dengan para pengguna lulusan, pimpinan 

Fakultas Hukum dan Guru Besar di bidang Maritim, diharapkan Kurikulum 

Program Studi Ilmu Hukum UMRAH dapat selaras dengan VISI UMRAH sebagai 

Kampus Maritim dan dan juga dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja di era 

revolusi industri 4.0. 

Gambar gedung Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang Kepualuan Riau 
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Struktur Organisasi Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Kepualuan Riau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Permendikbud Nomor 115 tahun 2014 dan Organisasi 

dan Tata Kerja (SOTK) Umrah No 12 Tahun 201 
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B. Visi, Misi, Motto dan Tata Pamong 

     
Visi 

“Menjadi Program Studi Ilmu Hukum Berbasis Maritim Unggul di 
Tingkat Nasional Tahun 2035”. 

 

Unggul berbasis Kemaritiman, artinya bahwa Program Studi Ilmu Hukum 

menjadi pusat pengembangan Tri Dharma Peruguran Tinggi berbasis 

kemaritiman, hal ini didasarkan pada kondisi geografis Provinsi Kepulauan 

Riau yang merupakan daerah maritim dengan luas wilayah 96% perairan 

dan hanya 4% daratan. Sebagai salah satu Program Studi Ilmu Hukum yang 

berbasis kemaritiman di Indonesia, diharapkan mampu memanfaatkan 

potensi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. 

 

Unggul di tingkat Nasional Tahun 2035, artinya bahwa Program Studi Ilmu 

Hukum menjadi Program Studi yang unggul pada pengembangan bidang 

ilmu hukum yang berbasis kemaritiman di tahun 2035. 

 

Misi Program Studi Ilmu Hukum 
 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan ilmu hukum yang 

ditopang dengan keimanan, teknologi dan ketakwaan serta memiliki 

keterampilan praktek yang memadai yang mampu bersaing di tingkat 

regional; 

 
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis 

pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset; 

 
3. Mengembangkan pengetahuan ilmu hukum berbasis kemaritiman; 

 

4. Memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka 

menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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Tujuan Program Studi Ilmu Hukum 
 

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kompetensi keilmuan 

dan keterampilan hukum yang handal dan inovatif sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. 

 
2. Menata sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kinerja 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal. 

 
3. Menciptakan atmosfer academik yang kondusif bagi 

terselenggaranya proses eksplorasi potensi dan kreativitas 

mahasiswa. 

Visi UMRAH 

Menjadi universitas terkemuka di Indonesia berbasis kemaritiman 

 

Misi UMRAH 

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas baik teori maupun praktik 

untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau 

khususnya, dan Indonesia pada umumnya; 

2. Mengadakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk 

memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya 

dan pemerintah pada umumnya; 

3. Melaksanakan penelitian untuk menemukan terobosan baru, teknologi 

baru di bidang kemaritiman; 

4. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi 

tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat; 

 

Tata Pamong 

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, 

sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam 



 

65 
 

universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di 

dalam tata pamong termasuk didalamnya adalah bagaimana kebijakan dan strategi 

disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan 

pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) 

mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan 

keadilan Fakultas dalam mengelola program studi. 

Sistem tata pamong di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) ditetapkan melalui STATUTA 

UMRAH, dan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UMRAH dan sejumlah aturan 

pelaksana yang berupa SK Rektor, SK Dekan, aturan di Prodi, dan SK dari Satker 

lainnya di lingkungan UMRAH. 

Sistem tata pamong FISIP UMRAH ditetapkan melalui mekanisme yang 

disepakati bersama, dengan mengakomodir semua unsur, fungsi, dan peran yang 

ada di fakultas. Sistem tata pamong dibangun secara bertahap, berjenjang, dan 

berkesinambungan dengan sasaran untuk dapat menciptakan budaya organisasi 

yang mencerminkan aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan 

adil.  

1. Kredibel 

Aspek kredibel pada FISIP UMRAH dicerminkan dalam sistem rekrutmen 

pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan) dan tata cara pemilihan serta 

pengangkatan pimpinan dan pejabat struktural lainnya dilingkungan UMRAH. 

Dalam tata cara tersebut ditetapkan mengenai persyaratan- persyaratan yang dapat 

menjamin terpilihnya pemimpin yang memiliki kredibilitas yang dapat 

mengupayakan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi. 

Dalam hal rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di UMRAH sejak 

tahun 2012 sudah melakukan rekrutmen secara nasional melalui skema penerimaan 

PNS1. Dengan pola seperti ini bisa diyakinkan bahwa kredibilitas dalam hal 

rekrutmen bisa terjaga, karena mengikuti standar yang telah dibuat oleh negara. 
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Kemudian untuk rekrutmen tenaga kontrak, dalam hal penilaian aspek 

psikologis UMRAH bekerjasama dengan pihak ketiga yang profesional dalam hal 

melakukan asessmen psikologi. Hal ini dilakukan agar proses rekruitmen tersebut 

benar-benar mengedepankan objektivitas. 

2. Transparansi 

Aspek transparansi pada FISIP UMRAH meliputi beberapa hal berikut : 

a. Proses rekrutmen Dosen dan Pegawai. 

Dalam hal rekrutmen Dosen dan Pegawai berdasarkan aturan pola 

rekrutmen PNS, karena sejak tahun 2012 UMRAH menjadi universitas 

negeri. Mulai tahun 2013 hingga saat ini pola rekrutmen Dosen dan 

Pegawai di UMRAH mengikuti pola dan standar yang ditetapkan 

pemerintah dalam melakukan rekrutmen PNS. Proses rekrutmen ini di 

mulai dari usulan kebutuhan dari masing-masing unit kerja di UMRAH 

yang di sampaikan ke Biro Umum, Perencanaa dan Keuangan (BUPK), 

kemudian Rektor menyampaikan usulan kebutuhan tersebut kepada 

kementerian. Setelah ada ketetapan dari kementerian, maka akan 

dilakukan pengumunan rekrutment secara nasional melalui Panitia 

Seleksi Nasional (Panselnas). 

b. Proses pemilihan pimpinan dan pejabat struktural. 

Proses pemilihan pimpinan dan pejabat struktural di UMRAH 

berpedoman pada aturan kementerian dan aturan internal yang ada di 

UMRAH. Khusus untuk pengisian jabatan yang merupakan tugas 

tambahan bagi dosen dilakukan secara demokratis. Untuk pemilihan 

Rektor dipilih oleh senat universitas, untuk pemilihan dekan dilakukan 

oleh senat fakultas, sedangkan Prodi dilakukan melalui rapat dosen di 

Prodi. Sedangkan pengisian ketua lembaga dan UPT ditunjuk oleh 

pimpinan sesuai tingkatan. Semua mekanisme ini tertuang dalam 

Statuta UMRAH dalam Permendikbud Nomor 115 tahun 2014 dan 

Permendikbud No 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

(SOTK) UMRAH. 

Untuk pengisian jabatan struktural bagi tenaga kependidikan juga 

dilakukan berpedoman pada aturan kementerian dan aturan internal 
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yang ada di UMRAH. Sejak tahun 2014 proses pengisian jabatan 

dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga terutama pada hal 

penilian psikologi. 

 

c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan 

Lembaga (RKAKL). 

Tranparansi dalam hal pendanaan dan anggaran dicerminkan melalui 

proses penyusunan RKAKL, yang dimulai masing-masing satuan kerja 

atau unit kerja, kemudian dikonsolidasikan ditingkat fakultas melalui 

Musrenbang Fakultas, dan selanjutnya dibahas di dalam Musyawarah 

Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat universitas. Pada tiap 

tahapan, baik pada tahap penyusunan ditingkat prodi, fakultas dan 

universitas semuanya melibatkan pihak-pihak yang terkait dan 

berkepentingan tanpa terkecuali. Sejak tahun 2014 sudah ada pola 

pembagian PNBP yang bersumber dari Uang Kuliah Tunggal antara 

Universitas dengan Fakultas dengan pola 40 : 60. 

d. Pelaksanaan Program dan Kegiatan. 

Transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga dilakukan. 

Proses tranparansi ini dimulai dari proses pembagian dan sosialisasi 

Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 

semua unit di fakultas. Tujuan dari pembagian RKAKL ini adalah 

bagian dari proses keterbukaan informasi dan akses, kemudian langkah 

berikutnya adalah dengan membuat rencana kerja pelaksanaan program 

atau kegiatan satu tahun (timetable programe). Hal ini diatur dalam 

dalam Standar Operasional Prosedur yang tertuang dalam SK Dekan 

Nomor 3010/UN53.1/TU/2015. 

e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

Transparan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program 

dan kegiatan diatur dalam Standar Opersional Prosedur (SOP), dengan 

adanya SOP ini maka proses pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan program ini berlaku sama di FISIP UMRAH. Hal ini diatur 
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dalam Standar Operasional Prosedur yang tertuang dalam SK Dekan 

Nomor 3010/UN53.1/TU/2015.  

f. Proses pelayanan 

Transparan dalam proses pelayanan di FISIP UMRAH tertuang dalam 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi pelayanan bidang 

akademik dan kemahasiswaan sebanyak 26 SOP, pelayanan umum dan 

kepegawaian sebanyak 21 SOP. Dengan adanya SOP ini maka 

mekanisme, alur, persyaratan dan waktu pelayanan di FISIP UMRAH 

lebih jelas dan terukur. 

3. Akuntabel 

Aspek akuntabel di FISIP UMRAH dicerminkan melalui tata cara 

pertanggung jawaban setiap unsur yang ada pada FISIP UMRAH. 

Mekanisme pelaksanaan aspek akuntabilitasnya berupa penyusunan laporan 

pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan di FISIP UMRAH oleh 

panitia pelaksana. Bahkan setiap periode tertentu dan akhir tahun anggaran, 

setiap panitia pelaksana kegiatan diminta untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rapat fakultas. 

Hal ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan RKAKL di 

tahun yang akan datang. Selain jadwal tahunan, dalam setiap rapat bulanan 

juga dibahas tentang capaian dan realisasi anggaran dari masing-masing 

unit. 

4. Bertanggungjawab 

Aspek pertanggungjawaban di FISIP UMRAH dicerminkan dalam 

pelaksanaan tugas oleh setiap unsur program studi, baik pejabat struktural, 

dosen, maupun tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut 

setiap unsur di fakultas berkewajiban melaporkan setiap pekerjaan dan 

kegiatan yang dilakukan baik yang bersifat akademik maupun non 

akademik. Kemudian laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan beban pekerjaan masing-masing dan sesuai dengan amanah 

yang diberikan. Setiap dosen dan tenaga kependidikan diharuskan untuk 

mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara periodik.  
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Lampiran III 

Data Diri Peserta, Mentor Dan Coach 
 

 

  

Biodata Peserta  

Nama    : Lia Nuraini, S.H., M.H. 

NIP    : 199007232019032015 

Golongan   : III b 

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 23 Juli 1990 

Alamat    : Jln. Ganet Perum. Ganet Center Blok C No.8 

Nomor HP   : 085278947775 

E-Mail    : lianuraini23@umrah.ac.id 

Unit Kerja   : Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

Biodata Mentor 

Nama                           : Dr. Oksep Adhayanto, SH.,M.H. 

NIP    : 198109292015041002 

Unit Kerja   : Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Golongan   : III d Penata Tingkat I 

Jabatan   : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

Biodata Coach  

Nama    : dr. Wilda Hayati, MM 

NIP    : 196506031996022001 

Unit Kerja   : Bapelkes Batam 

Golongan   : IV b Pembina Tingkat 1 

Jabatan   : Widyaiswara Ahli Madya 
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Lampiran IV 

Lembar Pengendalian Coach 
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Lampiran V  Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

 

Lampiran Kegiatan 1 

Judul Kegiatan : Penyampaian ide gagasan terkait penyusunan modul praktik perancangan kontrak kepada pimpinan 

 

No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN 
TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

1 

Menghubungi atasan 

atau mentor untuk 

mengatur waktu 

konsultasi 

 

 

 

 

24 Maret 2020 
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2. 

Melakukan konsultasi 

dengan atasan atau 

mentor sesuai jadwal 

yang telah disepakati 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

24 Maret 2020 
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Mencatat saran dari 

atasan atau mentor 

serta 

mendokumentasika

n pertemuan 

tersebut 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

25 Maret 2020 
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Lampiran Kegiatan 2 

Judul Kegiatan : Pengumpulan berbagai literatur terkait acuan/standar tentang modul mata kuliah Perancangan Kontrak  

 

No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

1 

Mencari 

acuan/standar dalam 

membuat modul  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

30 Maret 2020 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

2 

 

Mengumpulkan 

literatur terkait terkait 

praktik perancangan 

kontrak di 

perpustakaan  

 

 
 

 

 
 

 

 

31 Maret 2020-  

03 April 2020 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

 

3 

 

 

 

Membuat peta 

konsep draf 

pembuatan modul 

praktik perancangan 

kontrak  

 

 
 

 

 

 

 

 

21 April 2020 
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Lampiran Kegiatan 3 

Judul Kegiatan : Melakukan audiensi dengan stakeholders 

No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

1 

Mengundang rekan 

dosen pengampu 

mata kuliah praktik 

perancangan kontrak  

 

 
 

20 dan 27 April 2020 



 

83 
 

No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

2 

 

Melakukan FGD 

dengan rekan dosen 

pengampu mata 

kuliah praktik 

perancangan kontrak 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

27 April 2020 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

3 

 

Membuat 

kesimpulan hasil 

FGD dengan rekan 

dosen pengampu 

mata kuliah praktik 

perancangan kontrak  

 

 

 

27 April 2020 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

4. 

Mengkonsultasikan 

kepada atasan hasil 

draf modul praktik 

perancangan kontrak   

 

 

4 Mei 2020 
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Lampiran Kegiatan 4 

Judul Kegiatan : Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak 

  

No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

1 

Pelaksanaan 

seminar modul 

praktik 

perancangan 

kontrak 

 

 
 

 

 
 

13-15 Mei 2020 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

2 

 

Pelaksaan 

Seminar 

 
 

 

 
 
 

13 - 15 Mei 2020  
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

4. 

 

Membuat 

laporan hasil 

pelaksanaan 

seminar dan 

menyampaikan 

ke atasan  

 

 

 

 

18 Mei 2020 
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Lampiran Kegiatan 5 

Judul Kegiatan : Evaluasi modul praktik perancangan kontrak  

 

No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

1 

Membuat angket untuk 

evaluasi modul praktik 

perancangan kontrak 

 

 

 

 
 

28 Mei 2020 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

 

2 

 

Membuat evaluasi 

modul praktik 

perancangan kontrak  

 
 

 

 
 

2 Juni 2020 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 
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No 
TAHAPAN 

KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 

PELAKSANAAN OUTPUT PROSES OUTPUT HASIL 

3 

 

Melakukan pelaporan 

kepada atasan tentang 

evaluasi modul praktik 

perancangan kontrak  

 
 

 

 

2 Juni 2020 
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